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hubungan kontraktual karena menuntut kejujuran,
kepatutan, dan keterbukaan para pihak sejak tahap
perundingan  hingga  pelaksanaan  perjanjian.
Penelitian ini bertujuan menganalisis cara mengukur
standar itikad baik para pihak serta bentuk
perlindungan hukum yang dapat ditempuh pembeli
apabila penjual melakukan wanprestasi atau tindakan
tidak jujur. Melalui penelitian hukum normatif yang

menggunakan studi  kepustakaan, penelitian ini
menelaah aspek regulasi dan konsep terkait. Hasil
analisis menunjukkan bahwa standar itikad baik dapat
dinilai dari kehati-hatian pembeli, kepatuhan terhadap
prosedur hukum, dan transparansi para pihak. Adapun
perlindungan hukum bagi pembeli meliputi somasi,
pemenuhan  prestasi, ganti  rugi, pembatalan
perjanjian, dan gugatan ke pengadilan. Dengan
demikian, penerapan asas itikad baik penting untuk
mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam
perjanjian jual beli.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari, perjanjian jual beli menempati posisi sebagai
bentuk ikatan hukum yang paling sering dipraktikkan, baik itu pada transaksi barang bergerak
maupun tidak bergerak. Dalam praktiknya, perjanjian tidak hanya menuntut terpenuhinya syarat
sah secara formil, tetapi juga harus dijalankan dengan asas itikad baik agar tercipta keseimbangan
hak dan kewajiban para pihak. Asas itikad baik menjadi penting karena dapat mencegah tindakan
curang, penyalahgunaan keadaan, dan pelaksanaan perjanjian yang merugikan salah satu
pihak.(Sinilele, 2017, p. 79)

Dalam hukum perdata Indonesia, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menginstruksikan
bahwa seluruh perjanjian wajib diimplementasikan dengan itikad baik, yang artinya kebebasan
berkontrak dibatasi oleh prinsip kepatutan dan kewajaran. Hal ini berimplikasi bahwa bagi pelaku
transaksi jual beli, memenuhi syarat formal saja tidak cukup, melainkan harus sepakat secara
formal, tetapi juga wajib berperilaku jujur dalam proses perundingan, pelaksanaan, dan
penyelesaian perjanjian.(Sinilele, 2017, p. 77)

Secara faktual, pembeli sering menempati posisi yang rentan dalam hubungan kontraktual
jual beli. Kerentanan ini mempertegas urgensi penerapan asas perlindungan hukum guna
mencegah terjadinya eksploitasi oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau informasi lebih
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besar dibandingkan penjual, terutama apabila pembeli tidak memiliki akses informasi yang
memadai mengenai objek jual beli. Kondisi ini dapat memunculkan risiko kerugian, seperti
barang tidak sesuai perjanjian, cacat tersembunyi, atau bahkan adanya wanprestasi dari pihak
penjual. Karena itu, perlindungan hukum bagi pembeli diperlukan agar hubungan kontraktual
tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi tetap menjamin rasa keadilan.(Utaria dan Hasna,
2020, p. 206)

Perlindungan hukum bagi pembeli terbagi menjadi dua jalur: preventif dan represif. Jalur
preventif diorientasikan untuk meniadakan potensi sengketa melalui kewajiban transparansi,
kejujuran, dan pemenuhan informasi oleh penjual. Sementara itu, perlindungan represif diberikan
ketika sengketa sudah terjadi, misalnya melalui gugatan wanprestasi, pembatalan perjanjian, atau
tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan hukum perdata.(Nasution, 2024, p. 59)

Urgensi itikad baik dalam peralihan hak atas tanah semakin meningkat seiring dengan
tingginya nilai aset dan kompleksitas aspek legalitas yang menyertainya dan berkaitan dengan
kepastian hukum atas hak milik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat praktik
jual beli yang tidak sepenuhnya mencerminkan itikad baik, sehingga menimbulkan sengketa dan
ketidakpastian hukum bagi pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak boleh
hanya dipahami sebagai norma moral, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata pada setiap
tahap perjanjian.(Adi et al., 2020, p. 125)

Di sisi lain, pembeli yang beritikad baik sudah seharusnya mendapatkan perlindungan
hukum yang kuat. Hal ini penting untuk menjamin rasa aman dan keadilan bagi pembeli yang
telah mengikuti aturan dengan jujur dan layak ketika ia telah memenuhi kewajiban secara patut
namun tetap dirugikan akibat pelanggaran dari pihak penjual. Perlindungan ini penting untuk
menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme perjanjian dan mendorong terciptanya
transaksi yang sehat, adil, dan seimbang. Dengan demikian, implementasi prinsip itikad baik
tidak hanya menjadi ukuran moralitas kontraktual, tetapi juga menjadi dasar bagi penegakan
perlindungan hukum terhadap pembeli.(Kumalasari, 2016, p. 12)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi prinsip itikad baik dan
proteksi hukum bagi pembeli pada transaksi jual beli menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut.
Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada mampu melindungi
pembeli dari kerugian serta memastikan bahwa asas itikad baik benar-benar diterapkan dalam
praktik. Dengan demikian, Hasil studi ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi serta
pelaku hukum dalam memperkuat sistem perjanjian di Indonesia.(Sudirman, 2022, p. 1)

Rumusan masalah Fokus penelitian ini dirangkum dalam rumusan berikut: pertama,
terkait prosedur penentuan atau mengukur standar itikad baik (good faith) para pihak dalam suatu
proses perjanjian, khususnya ketika objek perjanjian tersebut kemudian menjadi objek sengketa
di kemudian hari; dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum serta upaya hukum yang
dapat ditempuh oleh pembeli apabila penjual terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur atau
melanggar janji (wanprestasi).

METODE PENELITIAN
Kajian ini menerapkan metode hukum normatif untuk membedah berbagai norma, prinsip,
dan aturan terkait penerapan itikad baik serta proteksi bagi pembeli. Pendekatan ini digunakan
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guna menganalisis hukum positif dan doktrin yang mampu menjawab persoalan dalam penelitian
ini secara mendalam.(Nugroho, Haryani, & Farkhani, 2020, p. 29)

Dalam penelitian hukum normatif, Sumber data penelitian ini meliputi tiga kategori bahan
hukum. Bahan primer mencakup regulasi seperti KUHPerdata yang mengatur tentang kontrak,
wanprestasi, dan itikad baik. Bahan sekunder diambil dari literatur akademis seperti buku dan
jurnal hukum, sementara bahan tersier berfungsi sebagai pendukung untuk memperjelas istilah
dan konsep hukum yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menentukan Atau Mengukur Standar Itikad Baik (Good Faith) Para Pihak Dalam
Sebuah Proses Perjanjian, Terutama Ketika Objek Perjanjian Tersebut Menjadi Objek
Sengketa di Kemudian Hari

Standar itikad baik dalam perjanjian pada dasarnya dapat diukur dari sikap jujur,
wajar, dan patut yang ditunjukkan para pihak sejak tahap negosiasi hingga pelaksanaan
perjanjian. Dalam hukum perdata, asas ini tidak hanya menilai apa yang tertulis dalam
kontrak, tetapi juga bagaimana para pihak bertindak secara moral dan rasional dalam
membangun hubungan hukum. Karena itu, itikad baik menjadi ukuran penting untuk menilai
apakah suatu perjanjian dilaksanakan secara adil atau justru mengandung unsur
penyalahgunaan keadaan.(Mondoringin, 2023, p. 3)

Aspek pertama yang dapat digunakan untuk mengukur itikad baik adalah kehati-
hatian pembeli dalam memeriksa objek perjanjian sebelum kesepakatan dibuat. Pembeli yang
beritikad baik seharusnya melakukan pengecekan menyeluruh terhadap status objek,
termasuk keabsahan hak, kondisi fisik, serta potensi sengketa yang melekat pada objek
tersebut. Semakin cermat pembeli melakukan pemeriksaan, semakin kuat pula bukti bahwa ia
bertindak secara wajar dan tidak gegabah dalam memasuki perjanjian.(Kusuma, 2025, p. 444)

Kehati-hatian ini penting karena dalam banyak sengketa, pembeli sering dirugikan
akibat kurangnya verifikasi terhadap objek yang dibeli. Jika pembeli telah menempuh
langkah pemeriksaan yang patut, maka posisinya cenderung lebih terlindungi ketika
kemudian muncul sengketa atas objek tersebut. Sebaliknya, apabila pembeli mengabaikan
pemeriksaan dasar yang semestinya dilakukan, maka akan lebih sulit baginya untuk
mengklaim bahwa ia sepenuhnya bertindak dengan itikad baik.(Sinilele, 2020, p. 64)

Aspek kedua adalah kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku
dalam transaksi. Suatu perjanjian dianggap lebih mencerminkan itikad baik apabila dibuat
sesuai mekanisme yang sah, tidak bertentangan dengan aturan, dan memenuhi syarat-syarat
hukum yang berlaku. Kepatuhan prosedur ini menunjukkan bahwa para pihak tidak hanya
mengejar keuntungan sepihak, tetapi juga menghormati tertib hukum sebagai dasar keabsahan
hubungan kontraktual.(Mondoringin, 2023, p. 5)

Dalam konteks jual beli, kepatuhan prosedur juga berarti bahwa para pihak
melaksanakan transaksi melalui cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
misalnya dengan dokumen yang jelas, kesepakatan yang tegas, dan pemenuhan kewajiban
administratif yang relevan. Apabila proses transaksi dilakukan secara diam-diam, tidak
lengkap, atau menyimpang dari ketentuan, maka hal tersebut dapat menjadi indikator
lemahnya itikad baik. Oleh karena itu, aspek legal formal menjadi salah satu alat ukur
objektif dalam menilai integritas para pihak.(Pangestu & Artanty, 2024, p. 5891)

Aspek ketiga adalah transparansi, yaitu keterbukaan para pihak dalam menyampaikan
fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek perjanjian. Transparansi menjadi elemen
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utama itikad baik karena pihak yang menyembunyikan informasi material dapat dianggap
tidak jujur dan berpotensi menyesatkan pihak lawan. Dalam perjanjian yang sehat, seluruh
informasi yang memengaruhi keputusan pembeli seharusnya diberitahukan secara terbuka
sejak awal proses negosiasi.(Oktarindini, Farina, & Nugraha, 2025, p. 3043)

Jika terdapat fakta yang disembunyikan selama negosiasi hingga tercapai kesepakatan,
maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai bahwa salah satu pihak tidak bertindak
dengan itikad baik. Penyembunyian informasi mengenai status objek, cacat tersembunyi, atau
risiko hukum yang melekat pada objek dapat menimbulkan kerugian dan sengketa di
kemudian hari. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan hanya etika bisnis, tetapi juga
syarat penting bagi keadilan kontraktual.(Widodo et al., 2016), p. 43)

Untuk mengukur itikad baik secara lebih konkret, hakim atau peneliti biasanya dapat
melihat perilaku para pihak sebelum kontrak ditandatangani. Misalnya, apakah penjual
memberikan data yang benar, apakah pembeli bertanya dan memeriksa dokumen secara patut,
serta apakah kedua pihak bernegosiasi tanpa tipu daya. Tahap pra-kontraktual ini penting
karena banyak pelanggaran itikad baik justru muncul sebelum perjanjian resmi
dibuat.(Pangestu & Artanty, 2024, p. 2)

Selain itu, itikad baik juga dinilai dari perilaku selama pelaksanaan perjanjian. Pihak
yang beritikad baik akan melaksanakan kewajibannya secara konsisten, tidak menghambat
pemenuhan prestasi, dan tidak memanipulasi keadaan untuk memperoleh keuntungan sepihak.
Jika terjadi perubahan keadaan atau hambatan, pihak yang beritikad baik biasanya akan
mencari  penyelesaian yang wajar, bukan langsung mengabaikan kewajiban
kontraktualnya.(Adolf, 2024, p. 37)

Dalam perkara sengketa, standar itikad baik sering digunakan untuk menilai apakah
pembeli benar-benar layak memperoleh perlindungan hukum. Pembeli yang telah memeriksa
objek dengan cermat, mengikuti prosedur yang benar, dan menerima informasi secara jujur
pada umumnya akan dipandang sebagai pembeli beritikad baik. Sebaliknya, jika pembeli
mengetahui adanya masalah namun tetap melanjutkan transaksi tanpa klarifikasi, maka klaim
perlindungan hukumnya bisa menjadi lemah.(S, 2025, p. 283)

Pengukuran itikad baik juga dapat dilihat dari keseimbangan hubungan para pihak.
Itikad baik tidak hanya menguji kejujuran, tetapi juga menguji apakah salah satu pihak
memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Dalam hubungan yang seimbang, masing-masing
pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memahami isi perjanjian, memeriksa objek, dan
menyatakan keberatan sebelum kesepakatan final dicapai.(Akbar et al., 2024, p. 99)

Dengan demikian, standar itikad baik dalam perjanjian dapat ditentukan melalui tiga
indikator utama, yaitu kehati-hatian, kepatuhan prosedur, dan transparansi. Ketiga unsur ini
saling berkaitan dan harus dinilai bersama untuk mengetahui apakah para pihak bertindak
jujur, patut, dan bertanggung jawab. Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pembeli
akan lebih mudah membuktikan bahwa ia adalah pihak yang layak memperoleh perlindungan
hukum ketika objek perjanjian kemudian menjadi sengketa.(S, 2025, p. 279)

2. Bentuk Perlindungan Dan Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pembeli Apabila
Penjual Terbukti Melakukan Tindakan Yang Tidak Jujur Atau Melanggar Janji
(Wanprestasi)

Dalam perjanjian jual beli, pembeli pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh
prestasi sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Ketika penjual tidak memenuhi
kewajibannya, tidak menyerahkan objek sesuai kesepakatan, atau melakukan tindakan yang
tidak jujur, maka keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang
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menimbulkan hak bagi pembeli untuk menuntut perlindungan hukum. Perlindungan ini

penting agar pembeli tidak menanggung kerugian secara sepihak akibat pelanggaran yang
dilakukan penjual.(Elindra, Irianto, dan Adriaman, 2023, p. 69)

Bentuk perlindungan hukum pertama yang dapat ditempuh pembeli adalah menuntut
agar penjual tetap melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Dalam konteks
wanprestasi, pembeli dapat meminta agar penjual menyerahkan objek jual beli, memperbaiki
prestasi yang belum dipenuhi, atau melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian. Upaya ini
menunjukkan bahwa hukum tidak selalu langsung membatalkan hubungan kontraktual, tetapi
terlebih dahulu memberi kesempatan bagi penjual untuk memenuhi prestasinya.(Elindra et al.,
2023, p. 70)

Apabila penjual tetap lalai atau menolak memenuhi kewajibannya, pembeli berhak
menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Ganti rugi ini dapat berupa biaya yang
telah dikeluarkan, kerugian nyata, maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh pembeli
apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, ganti rugi berfungsi sebagai
pemulihan atas kerugian yang timbul akibat tindakan tidak jujur atau pelanggaran janji dari
pihak penjual.(Langi, 2016), p. 102)

Selain ganti rugi, pembeli juga dapat meminta pembatalan perjanjian apabila
wanprestasi penjual bersifat serius dan merugikan kepentingan pembeli. Pembatalan
perjanjian menjadi bentuk perlindungan hukum agar pembeli tidak terus terikat pada kontrak
yang sejak awal atau dalam pelaksanaannya sudah tidak lagi dapat dijalankan secara patut.
Dalam praktiknya, pembatalan biasanya disertai dengan pengembalian keadaan para pihak
seperti semula sejauh memungkinkan.(Langi, 2016, p. 105)

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, pembeli yang dirugikan memiliki beberapa opsi
tuntutan, mulai dari meminta pelaksanaan janji, menuntut ganti rugi, hingga membatalkan
perjanjian sepenuhnya. Pilihan-pilihan ini merupakan bentuk perlindungan bagi pembeli
untuk memulihkan hak-haknya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata
memberikan beberapa alternatif upaya hukum yang fleksibel sesuai dengan tingkat kerugian
dan bentuk wanprestasi yang terjadi. Oleh karena itu, pembeli tidak hanya memiliki satu jalur
perlindungan, melainkan beberapa pilihan yang dapat disesuaikan dengan fakta
kasus.(Rahayu, Adam, Amalia, Revalina, & Vazkya, 2024, p. 139)

Sebelum mengajukan gugatan, pembeli pada umumnya dapat terlebih dahulu
mengirimkan memberikan somasi sebagai bentuk teguran. Somasi berperan sebagai
peringatan hukum bahwa penjual telah lalai memenuhi kewajibannya dan diberi kesempatan
untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam tenggang waktu tertentu. Langkah ini juga
penting sebagai bukti bahwa pembeli telah bertindak secara patut dan memberikan
kesempatan penyelesaian secara damai sebelum masuk ke jalur litigasi.(Kalila, Marsha,
Rahmah, & Hardiyanti, 2025, p. 7)

Apabila somasi tidak diindahkan, pembeli dapat menempuh jalur hukum dengan
mengajukan gugatan wanprestasi. Melalui gugatan ini, diajukan untuk meminta hakim
menyatakan bahwa penjual telah lalai, sekaligus memerintahkan penjual untuk memenuhi
kewajiban, membayar ganti rugi, atau membatalkan perjanjian. Jalur litigasi menjadi pilihan
ketika penyelesaian nonlitigasi tidak menghasilkan kesepakatan yang adil bagi
pembeli.(Kalila et al., 2025, p. 9)

Di samping gugatan wanprestasi, pembeli juga dapat menempuh penyelesaian melalui
musyawarah atau negosiasi ulang jika para pihak masih membuka ruang damai. Penyelesaian
ini biasanya dipilih untuk menghindari biaya perkara yang besar dan mempercepat pemulihan
hak pembeli. Namun, musyawarah tetap harus menghasilkan kesepakatan yang jelas, tertulis,
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dan tidak merugikan pembeli lebih lanjut agar perlindungan hukumnya tetap terjamin.(Kalila
et al., 2025, p. 15)

Dalam beberapa keadaan, pembeli juga dapat meminta pengembalian uang atau
penggantian objek apabila barang yang dijanjikan tidak sesuai atau tidak dapat diserahkan.
Upaya ini merupakan bentuk pemulihan yang lebih praktis ketika pemenuhan prestasi secara
langsung sudah tidak mungkin dilakukan. Dengan adanya pengembalian dana atau
penggantian kerugian, pembeli diharapkan dapat kembali pada posisi yang seimbang secara
hukum dan ekonomi.(Baziad, Afrizal, dan Jafar, 2025), p. 240)

Jika tindakan tidak jujur penjual mengandung unsur penipuan atau penyembunyian
fakta material, maka pembeli juga dapat menggunakan argumen bahwa penjual telah
melanggar kewajiban kejujuran dalam berkontrak. Ketidakjujuran ini memperkuat posisi
pembeli untuk meminta perlindungan hukum yang lebih tegas, karena unsur itikad baik
seharusnya melekat pada seluruh proses perjanjian. Dalam keadaan seperti ini, hakim
biasanya menilai fakta-fakta konkret untuk menentukan tingkat kesalahan penjual.(Putro et al.,
2023, p. 40)

Perlindungan bagi pembeli bersifat ganda: preventif sebagai pencegahan dini dan
represif sebagai solusi saat terjadi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bekerja pada
tahap awal maupun akhir proses perjanjian untuk mencegah kerugian lebih besar. Karena itu,
pembeli disarankan menyimpan bukti perjanjian, bukti pembayaran, komunikasi dengan
penjual, dan dokumen pendukung lainnya. Bukti-bukti tersebut sangat penting untuk
membuktikan adanya hubungan kontraktual, bentuk wanprestasi, serta kerugian yang
timbul.(Mantolongi, 2025, p. 1536)

Dari sudut hukum acara perdata, pembeli yang dirugikan dapat menuntut agar hakim
menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan tingkat pelanggaran penjual. Putusan tersebut
dapat berupa perintah seperti pelaksanaan kewajiban, ganti rugi, hingga pembatalan
perjanjian. Hal ini menjadikan mekanisme pengadilan sebagai instrumen penting untuk
melindungi pembeli saat penjual melakukan wanprestasi atau ingkar janji.Langi, “Akibat
Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli,” 105.

Pada akhirnya, bentuk perlindungan bagi pembeli adalah hak untuk meminta penjual
menepati janji, memberi ganti rugi, atau membatalkan jual beli. Hak ini memberikan rasa
aman bagi pembeli jika terjadi masalah dalam perjanjian, serta pengembalian kedudukan para
pihak seperti semula. Seluruh upaya hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata
memberi ruang perlindungan yang cukup luas bagi pembeli yang dirugikan. Oleh sebab itu,
pembeli yang beritikad baik tetap memiliki posisi yang kuat untuk menuntut keadilan ketika
penjual melakukan wanprestasi.(Elindra, Irianto, dan Adriaman, 2023, p. 72)

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pembeli tidak hanya menjadi pihak pasif
dalam perjanjian jual beli, tetapi memiliki hak aktif untuk menuntut perlindungan hukum
ketika penjual tidak jujur atau melanggar janji. Upaya hukum yang tersedia dapat ditempuh
secara bertahap, mulai dari somasi, musyawarah, gugatan perdata, hingga permintaan ganti
rugi atau pembatalan perjanjian. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan,
kepastian, dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas itikad baik merupakan
fondasi penting dalam perjanjian jual beli karena berfungsi menjaga keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak, mencegah penyalahgunaan keadaan, serta menjadi ukuran untuk menilai
kejujuran, kepatutan, dan kewajaran dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam menentukan standar
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itikad baik, dapat dilihat dari tiga unsur utama, yaitu kehati-hatian pembeli dalam memeriksa
objek, kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, dan keterbukaan atau transparansi para
pihak dalam menyampaikan informasi yang material. Ketiga unsur ini menjadi alat ukur untuk
menilai apakah para pihak benar-benar bertindak secara patut, terutama ketika objek perjanjian
kemudian menjadi sengketa.

Selanjutnya, apabila penjual terbukti tidak jujur atau melakukan wanprestasi, pembeli
memiliki berbagai bentuk perlindungan dan upaya hukum, mulai dari somasi, musyawarah,
gugatan pemenuhan prestasi, ganti rugi, hingga pembatalan perjanjian. Upaya-upaya tersebut
menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan yang cukup luas bagi pembeli
yang beritikad baik agar tidak menanggung kerugian secara sepihak. Dengan demikian,
penerapan asas itikad baik dan mekanisme perlindungan hukum bagi pembeli menjadi sangat
penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan
kontraktual jual beli.
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